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BUPATI ROKAN HULU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : Kpts. 421.2/DISDIKPORA/58| /2012

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR SWASTA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA PEMATANG BERANGAN MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI 028 RAMBAH

Menimbang

Mengingat

a.

o

BUPATI ROKAN HULU,

hahwa untuk mencapai saseran strategis di bidang
pendidikan  dibutuhkan  peningkatan :mutu, rel vansi
dan manajemen pendidikan;

pahwa  untuk menmgkatkan  mutu, relevansi dan
manajemen pencidikan tersebat salah satunya melalui
pemerataan, perluasan dan perubahan serta
peiingkatan stutus pendidikan

bahwa  salah  satu untuk  pemerataan, perluasan,
perubahan serta peningkatan status pendidikan adalah
dengan penetapan Sekolah Swasta menjadi Sekolah
Negeri di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b
dan huruf c¢ tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Penetapan
Sekolah  Dasar Swasta lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa Pemnatang Berangan menjadi Sekolah
Dasar Negeri 028 Rambah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten
Naituna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomur 181 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
3402] sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
undang Undang-undang Repablik Indonesia Nomor 53
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880));

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 wnang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Newara Republik Indonesia rahun 2003 Nomor 78,
Tratsbaduug Lembaran Negarie Nomor 4301);
ndang-undangy Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
borentang Pemerintahoan Dacrah. (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4437)
schagaimana  telah diubah heberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Rpublik Indonesia Nomor 12
tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39 (Tambahan
Lembaren Negara Republik Indunesia Nomor 4844);
Updane undang Republik Indenesia Nomor 33 Tahun
3004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusit dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Republik Indenesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republ’k Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Depnturan Pemerintoh Republik Indonesia Nomor 19
tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan,
(Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496); _

Pernturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Talhiun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antarn Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran
Nvgara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomer 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 35103), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Fepublik Indonesia Nomor
6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tentang standar isi;

Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik
Indonesiin Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar
Kompetens: Kelulusan;
Peraturan  Menteri Pendidikan Nasiona! Republik
Indoneisa Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan;

peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, tentang Standar
Penilatan Pendidikan;

Peraturan  Menteri  Pendidikan Nasional Republik

indonesin Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar
Proscs,



14, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia Nomor: 053/U/2001 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penvelenggaraan persekolahan Bidang Pendidikan Dasar
dan menengah;

15. Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional Republik
indonesia Nomor 060/U/2022 tentang Pedoman
pendirian Sekolah;

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi
Sckolah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268
Tahun 2011 tentang Pengesahan pPemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi
Riau;

18. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2011
Lentane Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural
pacla Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan! gurat FBdaran Dirjen Pendidiken Dasar dan Menengah

N 2814 /0T /2000 ranggal 11 April 2000 tentang
pembukann Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menctapkan

KESATU . Peneperian Sckolah Dasar Qwaste Lembaga Pemberdayaan
Masvarakut Desa Pematany Berangan Menjadi Sekolah
Dasar Meperi 028 Rambuh.

KEDUA « Pengrlolaan Sckolah Negeri  sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
o s

kekeliruan dan  kesalahan akin diadakan perbaikan
sebagaimana mestnya

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI ROKAN HULU,
? :

H ASHMAD

Tembusan :

Dirien Pendidikan Dusar Kemcdikbud,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbary;

Ketua Dewan Perwakilon Rakyal Haerah Kabupaten Rokan Hulus

Kepala Linas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaien Rokan Hulu,
Kepala Bappeda Kabupaten 12okan Hulu;

Inspektur Inspektoral Kab, Rokan Hulu:

Ka DPPKA Kabupaten Rokan Hulu
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